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KATA PENGANTAR

Pertama kami panjatkan puji syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT. karena atas
limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Dokumen perencanaan tahunan atau
dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang
harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam
melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan
pembangunan Desa Ngadirejo yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang
berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang—
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas,
yakni:
pembentukan tim penyusun RKP Desa;
pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
pencermatan ulang RPJM Desa;
penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desg;
Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

ouhkwdE

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan
rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan
SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas
program fan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan
Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Ngadirejo adalah sebagai penjabaran visi,
misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan
strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Ngadirejo adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1

(satu) tahun anggaran;

Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;

3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Ngadirejo dengan rencana pembangunan Daerah
Kabupaten Trenggalek;

4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil
capaian kinerja Pemerintahan Desa Ngadirejo. selama satu tahun; dan

5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa
Ngadirejo

N

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2024 Desa Ngadirejo kami buat, besar
harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ngadirejo ini
dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi
pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Ngadirejo secara luas, dan
kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Ngadirejo, 31 Juli 2023
Kepala Desa Ngadirejo

MUSRONI
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa
adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan
mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka
sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan
transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang
didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas
pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib
kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi,
kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa,
diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan
perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan
Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
yakni “Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati
diri”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana
penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaan  pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan
perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta
adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen
perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh
Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-
royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa
selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh
Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan
dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan
dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintan Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan
Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama
Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18
Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 317);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3
Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan
Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan
Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten
Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 9);

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 73);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 31);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 50);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 25);
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian,
Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 6);
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan
Stunting (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 45);
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1.3

1.4

34. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan
Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 46);

35. Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ngadirejo Tahun 2019 Nomor 5.);

36. Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngadirejo. Tahun 2018 Nomor
1);

37. Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 8 Tahun 216 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran
Desa 8 Tahun 2016 Nomor 8);

TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembanguan Desa (RKP Desa) tahun 2024 adalah rencana pembangunan
tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun
memasuki ke 5 (2019) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2019 — 2025.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan
masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab
permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;

b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;

c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;

d) Menetapkan kerangka pendanaan;

e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan
hukum tetap;

f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan

g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB Desa).

b. Manfaat

a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;

b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;

c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;

d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan
program pembangunan supra desa;

e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan

f)  Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

PROSES PENYUSUNAN RKP DESA
Proses Penyusunan RKP Desa Ngadirejo Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sesuai
dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

Pembentukan tim penyusun RKP Desa;

Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
Pencermatan ulang RPJM Desa;

Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;

Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

ok wdE
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1.5 SISTEMATIKA
Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngadirejo Tahun 2024 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.
1.2. Dasar Hukum.
1.3. Tujuan dan Manfaat.
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
1.5. Sistematika.

BAB Il GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
. 2.1. Visi— Misi Kepala Desa.
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
2.3.  Gambaran Umum Kemiskinan.
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB Il  : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun
sebelumnya.

3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.

3.3. ldentifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara
lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan
sosial yang berkepanjangan.

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan
Daerah.

BABIV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun
Anggaran 2024.
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun

Anggaran 2025.
4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
BAB V . PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN
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